BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 3 Dalam hal Peraturan Perundang-
» undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana
diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tenang pemerintahan
daerah belum ditetapkan, maka penyusunan APBD tahun anggaran 2017 di
dasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang
diatur dalam aturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintahan antara pemrintah, pemerintahan daerah provinsi, dan
pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan peraturan pemerintah nomor 41

tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.
b. Bahwa peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan belanja daerah periu
o ditetapkan dengan keputusan bupati sebagai kepala daerah untuk pedoman
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

anggaran 2017. '

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
‘ Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
{ embaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);



10.

1.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); '
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemeriniah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kaii diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 310);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dar Anggaran
Pendapaan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5272);

20. Undang-undang Nomor 7 Tahua 2013 tentang Pembentukan Kabupaten
Penukal Abab Lematang flir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5400);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017,

MEMUTUSKAN

(o] Menetapkan: PERATURAN BUPAT! PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2017.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 56.924.052.876,44
b. Dana Perimbangan Rp. 688.268.218.047,00
¢. Lain4ain Pendapatan yang sah Rp. 158.852.485.193,00
Jumlah Pendapatan Rp. 904.044.756.116,44
2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung
) 1) Belanja Pegawai Rp. 138.732.700.867,61
‘ 2) Belanja Bunga Rp 4.173.756.947,00
3) Belanja Hibah Rp. 9.385.000.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp.  700.000.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 76.934.554.000,00
6) Belanja Tak Terduga Rp.  750.000.000,00

Rp. 230.676.011.814,61
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 9.095.836.368,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 261.369.759.236,00
3) Belanja Modal Rp. 402.956.386.164,00
Rp. 673.421.981.768,00
Jumiah Belanja Rp. 904.097.993.582,61

Surplus/(Defisit) (Rp. 53.237.466,17)



3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 53.553.237.466,17
b. Pengeluaran Rp.53..500.000.000,00
Jumlah Biaya Neto Rp. 53.237.466.17
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1 tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang llir.

Pasail 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran it
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang llir.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang ilir.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang liir ini mula! berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar
sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Penukal Abab
Lematang liir pada Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 06 Januari 2017
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